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P E N E T A P A N
Nomor 109/Pdt.P/2020/PA.Sgta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili  perkara

tertentu pada tingkat  pertama dalam persidangan Majelis  telah menjatuhkan

Penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Wiwit  Prihatin  bin  Bonaldi,  umur  29  tahun,  agama  Islam,  pekerjaan  supir,

pendidikan  Sekolah  Lanjutan  Tingkat  Pertama,  tempat

kediaman di Jalan Murung Raya, Gang Pahlawan, RT. 18, No.

71,  Desa  Sangatta  Utara,  Kecamatan  Sangatta  Utara,

Kabupaten Kutai Timur, sebagai Pemohon I;

Lina Erliyani binti  Norman Sah, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu

rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama,

tempat kediaman di Jalan Murung Raya, Gang Pahlawan, RT.

18, No. 71, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara,

Kabupaten Kutai Timur, sebagai Pemohon II;

 Pengadilan Agama tersebut;

 Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

 Telah  mendengar  keterangan  para  Pemohon  dan  saksi-

saksi di muka persidangan;

 Telah  mempelajari  dengan  seksama  bukti-bukti  yang  diajukan  di

persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa  para  Pemohon  dengan  surat  permohonannya  tertanggal  15  Juni

2020  telah  mengajukan  Permohonan  Itsbat  Nikah  yang  telah  terdaftar  di

Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Sangatta  Nomor  109/Pdt.P/2020/PA.Sgta

tanggal 15 Juni 2020, dengan alasan sebagai berikut:
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1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di

bawah tangan (sirri) dengan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal

15  Februari  2015  di  Tanjung,  Kabupaten  Tabalong,  Provinsi  Kalimantan

Selatan,  dinikahkan  oleh  seorang  Imam  bernama  Muhammad  dan

perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan di

wilayah tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah;

2. Bahwa,  wali  nikah  Pemohon II  adalah  saudara  kandung  Pemohon II

bernama Bahriadi karena ayah kandung pemohon II telah meninggal;

3. Bahwa, perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-

masing bernama H. Muhammad Hamsani dan Muhammad Yunani, dengan

mas kawin berupa uang sebesar Rp.  500.000,-  (lima seraus ribu rupiah)

dibayar tunai;

4. Bahwa,  pada  sebelum  akad  nikah,  Pemohon  I  berstatus  jejaka  dan

Pemohon II berstatus perawan;

5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab,

hubungan  kerabat,  semenda  dan  hubungan  sesusuan  serta  memenuhi

syarat  dan  tidak  ada  larangan  untuk  melangsungkan  perkawinan,  baik

menurut  ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan

yang berlaku;

6. Bahwa, selama perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup

rukun  sebagaimana  layaknya  suami  istri  dan  dikaruniai  1  orang  anak

bernama Mariyatul Kiftyah binti Wiwit Prihatin, lahir di Sangatta pada tanggal

9 Juni 2016;

7. Bahwa,  selama  perkawinan  tersebut,  tidak  ada  pihak  ketiga  yang

menggugat perkawinan Pemohon I  dan Pemohon II  dan selama itu pula

Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mencatatkan perkawinan

tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan demi memperoleh Kutipan

Akta Nikah untuk mengurus Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon

II dan kepentingan hukum lainnya. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon

II membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Sangatta;
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Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua

Pengadilan Agama Sangatta Cq Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini,

selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Menyatakan  Pemohon  I  telah  melaksanakan  akad  nikah  dengan

Pemohon  II  pada  tanggal  15  Februari  2015  di  Tanjung,  Kabupaten

Tabalong,Provinsi Kalimantan Selatan;

3. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Wiwit Prihatin bin Bonaldi)

dengan Pemohon II (Lina Erliyani binti Norman Sah) menurut hukum;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I  dan Pemohon II

sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila, Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-

adilnya

Bahwa  pada  hari  persidangan  yang  telah  ditetapkan,  para  Pemohon

telah  hadir  sendiri  di  persidangan,  kemudian  Ketua  Majelis  memberikan

penjelasan dan nasihat sehubungan dengan permohonannya tersebut dan para

Pemohon  tetap  pada  pendiriannya,  lalu  dibacakanlah  permohonan  para

Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa,  untuk  meneguhkan  dalil-dalil  permohonannya,  para  Pemohon

mengajukan bukti surat berupa:

Fotokopi  Kartu  Keluarga  Nomor  6408041101160033,  yang  dikeluarkan  oleh

Kepala  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Kutai  Timur,

tanggal 11 Januari 2016 Bukti  tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan

dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Bahwa  disamping  itu,  para  Pemohon  juga  mengajukan  saksi-saksi

sebagai berikut:

1. Hadi Surahman bin Sukari, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta

tempat  tinggal  di  Jalan  Simono,  RT.  38,  Desa  Teluk  Lingga,  Kecamatan
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Sangatta  Utara,  Kabupaten  Kutai  Timur,  dibawah sumpahnya  saksi  telah

menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah adik ipar

Pemohon I;

- Bahwa,  saksi  tidak  hadir  pada  saat  Ijab  Kabul  pernikahan  Pemohon  I

dengan Pemohon II;

- Bahwa saksi tahu sewaktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II  tidak

dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah dari KUA, sehingga tidak punya buku

nikah ;

- Bahwa,  saksi  tahu  antara  Pemohon  I  dengan  Pemohon  II,  tidak  ada

hubungan darah, hubungan keluarga maupun hubungan susuan;

- Bahwa, saksi tahu selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak

ada pihak-pihak yang berkeberatan atas pernikahan tersebut ;

2. Eko Ari bin Tukiman, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat

tinggal  di  Jalan  APT Pranoto,  RT.  58,  Desa  Sangatta  Utara,  Kecamatan

Sangatta  Utara,  Kabupaten  Kutai  Timur, dibawah  sumpahnya  saksi

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa,  saksi  kenal  dengan  para  Pemohon  karena  saksi  adalah teman

Pemohon I;

- Bahwa,  saksi  tidak  hadir  pada  saat  Ijab  Kabul  pernikahan  Pemohon  I

dengan Pemohon II;

- Bahwa,  saat  menikah  Pemohon  I  berstatus  jejaka,  dan  Pemohon  II

berstatus perawan;

- Bahwa saksi tahu sewaktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak

dicatat  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah  dari  KUA,  sehingga  tidak  punya

kutipan akta nikah ;
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- Bahwa,  saksi  tahu  antara  Pemohon  I  dengan  Pemohon  II,  tidak  ada

hubungan darah, hubungan keluarga maupun hubungan susuan;

- Bahwa, saksi tahu selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak

ada pihak-pihak yang berkeberatan atas pernikahan tersebut ;

Bahwa,  selanjutnya  para  Pemohon  menyampaikan  kesimpulan  yang

pada pokoknya tetap dengan permohonan mereka dan mohon penetapan;

Bahwa, mengenai jalannya pemeriksaan lebih detail di persidangan telah

dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  permohonan  para  Pemohon

pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara itsbat nikah

yang termasuk dalam kategori  perkawinan,  maka sesuai  pasal  49  huruf  (a)

Undang-Undang  Nomor  7  tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama yang  telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah menjadi kewenangan

absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil permohonan Itsbat Nikah

yang diajukan oleh para Pemohon adalah bahwa Pemohon I (Wiwit Prihatin bin

Bonaldi)  pada  tanggal  15  Februari  2015,  telah  melangsungkan  pernikahan

secara  Islam  dengan  Pemohon  II  (Lina  Erliyani  binti  Norman  Sah)  dan

pernikahannya tersebut  menurut  para  Pemohon telah  memenuhi  syarat  dan

rukun pernikahan secara Hukum Islam, akan tetapi pernikahan tersebut tidak

tercatat  di  Kantor  Urusan  Agama  setempat,  sehingga  para  Pemohon  tidak

memiliki bukti sah (Akta Nikah) dari pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut hukum, Itsbat Nikah hanya dapat diajukan

terbatas mengenai hal-hal yang secara limitatif diatur dalam Pasal 7 ayat (2)
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dan (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu harus dibuktikan apakah

dalil permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil  Permohonannya para

Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P.1 dan 2 (dua)

orang saksi ;

Menimbang, bahwa  bukti P.1,  alat bukti  tersebut dibuat oleh pejabat

yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan

Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah bermeterai cukup

sesuai  ketentuan  Pasal  2  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  1985

tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24

Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat

bukti  tertulis  tersebut  telah  memenuhi  persyaratan  formil,  maka  harus

dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Keluarga para

Pemohon maka Majelis menyatakan terbukti bahwa para Pemohon berdomisili

di  walayah  hukum Pengadilan  Agama Sangatta  oleh  karenanya  Pengadilan

Agama Sangatta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Keluarga, maka

Majelis menyatakan terbukti bahwa para Pemohon mempunyai alasan hukum

(legal standing) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang,  bahwa  Hakim  telah  mendengarkan  keterangan  2  (dua)

orang  saksi  yang  diajukan  para  Pemohon  di  muka  sidang  yang  telah

memberikan  keterangan  di  bawah  sumpahnya  sebagaimana  terurai  dalam

duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi para Pemohon masing-masing

telah memberikan keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang

tidak  boleh  didengar  keterangannya,  sudah  dewasa  dan  sudah  disumpah,

sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172

RBg jo Pasal 1911 KUHPerdata;

Menimbang,  bahwa  kesaksian  yang  diberikan  oleh  kedua  saksi

Pemohon  tersebut  diberikan  di  persidangan  tidak  didasarkan  pengetahuan,

penglihatan dan pendengaran langsung saksi, maka sesuai dengan ketentuan
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Pasal 308 dan Pasal 309 Rbg, dengan demikian kedua saksi para Pemohon

dipandang  tidak  memenuhi  syarat  formil  dan  materiil  kesaksian,  maka

keterangan saksi tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang,  bahwa  saksi-saksi  yang  dihadirkan  para  Pemohon  pada

intinya memberikan keterangan bahwa Pemohon I (Wiwit Prihatin bin Bonaldi)

telah menikah secara  Islam dengan Pemohon II  (Lina  Erliyani  binti  Norman

Sah)  di  rumah  orang  tua  Pemohon  II  namun  saksi-saksi  tersebut  tidak

mengetahui secara langsung akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II

dikarenakan tidak hadir dalam ijab Kabul para Pemohon;

Menimbang,  bahwa  para  pemohon  tidak  bersedia  untuk  mengajukan

saksi lain, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tidak

beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara dalil permohonan para

Pemohon dengan bukti-bukti di persidangan serta keterangan saksi-saksi yang

diajukan  oleh  para  Pemohon,  terdapat  hubungan  hukum  yang  saling

menguatkan, sehingga Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang telah

terbukti sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I  (Wiwit  Prihatin  bin  Bonaldi)  telah  menikah  secara

Islam dengan Pemohon II (Lina Erliyani binti Norman Sah) pada 15 Februari

2015,  di  rumah orang  tua  Pemohon II,  namun pernikahan  tersebut  tidak

dicatatkan  oleh  KUA  setempat  dan  tidak  dapat  dibuktikan  secara  sah

dikarenakan  saksi  tidak  mengetahui  secara  langsung  pernikahan  para

Pemohon;

Menimbang, bahwa aturan pengesahan nikah dibuat atas dasar adanya

perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama Islam atau tidak dicatat

oleh PPN yang berwenang, dalam Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang

telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 7

ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang disahkan adalah

perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1
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Tahun 1974. Akan tetapi, Pasal 7 ayat(3) huruf (e) memberikan peluang untuk

pengesahan perkawinan yang tidak dicatat oleh PPN karena perkawinan sesuai

dengan  ketentuan  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang

Perkawinan;

Menimbang,  bahwa  dengan  tidak  dapat  dibuktikannya  perkawinan

Pemohon I (Wiwit Prihatin bin Bonaldi) dengan Pemohon II (Lina Erliyani binti

Norman  Sah)  telah  memenuhi  ketentuan  Hukum  Islam,  maka  dengan

didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 Tentang Perkawinan Jo  Pasal  4  Kompilasi  Hukum Islam,  permohonan

para Pemohon agar perkawinan Pemohon I (Wiwit Prihatin bin Bonaldi) dengan

Pemohon  II  (Lina  Erliyani  binti  Norman  Sah),  yang  dilaksanakan  pada  15

Februari 2015, tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang,  bahwa  perkara  ini  termasuk  bidang  perkawinan,  maka

sesuai  ketentuan  Pasal  89  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  7  tahun  1989

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

       Mengingat semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta

hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1.Menolak permohonan Pemohon I dan pemohon II;

1. Menyatakan tidak sah perkawinan Pemohon I (1.Wiwit Prihatin bin

Bonaldi) dengan  Pemohon  II Lina  Erliyani  binti  Norman  Sah) yang

dilaksanakan pada tanggal15 Februari 2015 di Kecamatan Tanjung.;

2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar

biaya perkara ini sejumlah Rp. 276.000,00 ( dua ratus tujuh puluh enam ribu

rupiah).

          Demikian ditetapkan dalam rapat  permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan  Agama Sangatta  pada  hari  Senin  tanggal  06  Juli  2020  Masehi

bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqa'dah 1441 Hijriyah, oleh kami Adi Martha
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Putera,  S.HI.  sebagai  Ketua  Majelis,  Surya  Hidayat,  S.H.I  dan  Moh.  Fathi

Nasrulloh,  S.H.I  masing-masing  sebagai  Hakim Anggota,  pada  hari  itu  juga

Putusan  diucapkan  dalam  sidang  terbuka  untuk  umum  oleh  Ketua  Majelis

tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dibantu oleh Iman Sahlani, S.Ag

sebagai Panitera serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

Adi Martha Putera, S.HI.

Hakim Anggota I Hakim Anggota II

Surya Hidayat, S.H.I Moh. Fathi Nasrulloh, S.H.I

Panitera

Iman Sahlani, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :
1. Biaya Pendaftaran  : Rp.     30.000,00,-
2. Biaya Proses  : Rp.     50.000,00,-
3. Biaya Panggilan        : Rp.    160.000,00,-
4. Biaya PNBP Panggilan : Rp      20.000,00,-
4. Biaya Redaksi  : Rp.     10.000,00,-
5. Materai                               : Rp.      6.000,  00,  -  

Jumlah               Rp.    276.000,00,- 

                 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)
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